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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER|I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

by - 1

-

bahwa ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan negara serta aspek keimigrasian, negara
Niger dipandang memiliki potensi yang dapat memberi manfaat bagi
negara Republik Indonesia;

bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral yang saling
menguntungkan dan berimbang antara pemerintah Indonesia dengan
Niger, perlu mengeluarkan negara Niger dari daftar negara yang
memerlukan calling visa,

bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia
dengan Presiden Niger, telah disepakati pencabutan status calling visa
bagi warga negara Niger pemegang paspor biasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara Calling Visa;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 84),



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

o

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-03.GR.01.06 TAHUN 2012 TENTANG
NEGARA CALLING VISA.

Menghapus negara Niger dari daftar negara yang memerlukan calling
visa.

Negara yang memerlukan calling visa terdiri atas:
Afghanistan;

Guinea;

Israel;

Korea Utara,

Kamerun;

Liberia;

Nigeria;
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Somalia.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Noverber 2018




